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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechr staor) bukanlah negara yang
didasarkan pada kekuasaan belaka (macht staar), hal ini jelas disebutkan dalam Pasal
1 ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum .
Dengan demikian jelas bahwa bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang

menganut prinsip supremasi hukum.

Indonesia sebagai negara hukum. dimana setiap warga masyarakat termasuk
penguasa harus taat pada aturan hukum yang berlaku, tanpa terkecuali. Indonesia
sebagai negara hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan
dan memajukan kesejahteraan umum dalam kehidupan bermasyarakat. berbangsa dan

bernegara sesuai dengan pembukaan UUD 1945.

Apabila berbicara masalah hukum, maka akan dihadapkan dengan hal- hal yang
berkaitan dengan kegiatan pergaulan hidup manusia dimasyarakat yang diwujudkan
sebagai proses interaksi dan interrelasi antara manusia yang satu dengan manusia
lainnya di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam pergaulan hidup dimaksud pada
hakekatnya setiap manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik

kebutuhan materil ataupun immaterial. Dimana didalam upaya mencapai tujuan
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tersebut. tidak sedikit kemungkinan timbul kebersamaan bahkan mungkin sebaliknya

tidak sedikit yang saling bertubrukan atau bertentangan satu sama lainnya.

Pertentangan yang timbul akan mengakibatkan adanya suatu kekacauan atau
kerusuhan bahkan kemungkinan dapat menimbulkan tindakan anarkis. dengan ad;mya
pertentangan yang demikian akan menuju pada tindakan kriminal. Dalam hukum
pidana Indonesia tindakan kriminal diistilahkan sebagai delik atau perbuatan pidana.
Dalam Wetboek van Strafrecht lebih dikenal istilah strafbaar feit, yang menurut

POMPE pengertian strafbaar feit dibedakan:’

a. Definisi menurut teori memberikan pengertian srrafbaar feir adalah suatu
pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan
diacam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyvelamatkan

kesejahteraan umum.

b. Definisi hukum positif. merumuskan pengertian strafbaar feir adalah kejadian -

(feit) yang oleh peraturan perundang-undang dirumuskan sebagai perbuatan

yang dapat dihukum.

Sistem pemidanaan di Indonesia. apabila melakukan perbuatan melanggar
hukum yang berlaku baik itu kejahatan atau pelanggaran. akan menerima sanksi atas

apa yang telah dilakukan, dan mengenai sanksi dan macam sanksi diatur dalam pasal

10 KUHP Buku ke-1 yaitu:

1
Bambang Poernomo. Asas-Asas Hukum Pidana. Ghalia. Bandung. 1982, him. 91
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a. Pidana Pokok
1. Pidana Mati
2. Pidana Penjara
3. Pidana Kurungan
4. Pidana Denda
5. Pidana Tutupan
b. Pidana Tambahan
1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Permpasan barang-barang tertentu

3. Pengumuman putusan hakim

Di dalam KUHP ancaman pidana yang paling banyak dirumuskan dalam pasal-
pasalnya adalah pidana perampasan kemerdekaan (pidana penjara dan kurungan),
mengenai pertanggung jawaban yang diatur dalam KUHP Indonesia, terhadap
perbuatan vang dilakukan oleh anak-anak tidak dapat dipersamakan dengan perbuatan
yang dilakukan oleh orang dewasa. hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 45
KUHP yang menyebutkan “jika seseorang dibawah umur dituntut karena melakukan
tindak pidana ketika umurnya belum cukup enam belas tahun, dapatlah hakim:
memerintahkan, supaya anak yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya
dengan tidak dijatuhkan suatu pidana. Atau memerintahkan supaya anak yang
bersalah itu diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dijatuhkan pidana, yakni

jika tindak pidana itu masuk bagian kejahatan atau pelanggaran. yang tersebut dalam



31.532. 536 dan 540.
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pasal 389. 490. 492. 4%..497. 303. 505. 514.517. 519. 526.
serta tindak pidana itu dilakukannya sebelum lalu dua tahun sesudah putusan yang
menyalahkan dia berbuat salah satu pelanggaran itu atau sesuatu kejahatan menjadi
tetap, atau memidana anak yang bersalah itu”.? Berdasarkan ketentuan Pasal 45
KUHP ini, agar seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi

hukuman harus memenuhi dua syarat berikut:

a. Pada waktu dituntut orang itu harus belum dewasa. Yang dimaksud dengan
“-be]um dewasa™ (minderjarigheid) bagi orang Indonesia menurut L.N. 1931
No. 54 dan bagi orang Eropa menurut pasal 330 B.W. ialah mereka yang
belum berumur 21 tahun, dan belum kawin. Dan bagi anak yang belum

berumur 21 tahun namun telah kawin telah dianggap dewasa.

b. Tuntutan it mengenai peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang yang belum

berumur 16 (enam belas) tahun pada waktu peristiwa pidana itu terjadi.

Selain Pasal 45 terdapat juga Pasal 47 KUHP vang mengatur mengenai

pertanggung jawaban anak yang melakukan tindak pidana yaitu:

a. Bagi hakim yang memidanakan anak yang bersalah itu. maka maksimum

pidana pokoknya bagi tindak pidana yang dilakukan dikurangi sepertinganya.

? dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, BAB VIII mengenai
Ketentuan Penutup, Pasal 67 dinyatakan bahwa pada saat mulai berlakunya undang-undang ini maka
Pasal 45, Pasal 46, dan 47 KitabUndang-undang Hukum Pidana dinyatakan sudah tidak Berlaku Lagi.
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b. Jika kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur
hidup. maka anak itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima

belas tahun.

c. Pidana tambahan yang tersebut pada Pasal 10 bagian b ke-1, dan ke-3 tidak

dijatuhkan.

Pasal-pasal diatas yang mengatur mengenai pertanggung jawaban pidana
terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dinyatakan tidak berlaku lagi setelah
diundangkannya Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak,
sebagaimana tercantun dalam Pasal 103 KUHP yaitu : “ketentuan-ketentuan dalam
Bab VII Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan
perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana. kecuali jika oleh undang-
undang ditentukan lain. Setelah diundangkannya peraturan yang khusus mengatur
mengenai anak, maka ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dinyatakan
tidak berlaku lagi.> Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak
menyatakan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak telah mencapai umur

8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah

kawin (pasal 1 butir 1).*

Pertanggung jawaban anak nakal dan jenis penjatuhan pidana yaitu, pidana

pokok dan pidana tambahan atau tindakan, yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1), (2)

? Lihat Pasal 23 ayat (2), (3) Pasal 24 UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
“ Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. him. 2



dan Pasal 24 U11dang-unciang Nomor 3 tahun 1997.° Berbeda dengan orang dewasa.
pidana bagi anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai Pasal 26 ayat (1)
undang-undang Nomor 3 tahun 1997 lama hukumannya adalah Y2 (satu perdua) dari
ancaman pidana orang dewasa, bagi pidana penjara bagi anak nakal maksimal
pidana yang dapat dijatuhkan 10 (sepuluh) tahun, terhadap anak nakal tidak dapat

dijatuhi pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup.®

Perkembangan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor,
antara lain faktor adat, agama. pemerintahan dan suku. Faktor yang demikian dapat
menunjang ataupun menghambat tercipta hukum nasional. Dengan demikian adanya
faktor tersebut memberikan dampak yang sangat besar dalam proses pemidanaan,
karena setiap daerah memiliki latar belakang yang berbeda-beda maka suatu sistem
tidak dapat diberlakukan sama pada semua aspek .dan tingkatan. Demikian juga
terhadap sistem lembaga pemasyarakatan yang berkaitan erat dengan kejahatan dan

pemidanaan.

Pada awal sebelum adanya pidana penjara dengan konsep pemasyarakatan,
pidana penjara pada masa dahulu sampai pada abad pertengahan di Eropa, masih
diartikan sebagai pidana badan yang di timpakan berupa penindasan dengan cara

tertentu di bawah kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap setiap orang

3 Ibid., hlm. 24
® Darwan Prinst. Loc cir.. him. 24



vang melakukan kcjahalz.m menurut pengertian pada masa itu pula.7 Pelaksanaan
pidana penjara yang disamakan dengan pidana badan dilakukan dengan dengan cara
yang kejam, dan penempatannya dimasukkan dalam ruangan dibawah tanah atau
sebuah tempat berbentuk sumur atau tempat-tempat penyekapan lainnya. Pelaksanaan
pidana penjara dengan penyiksaan badan, penderitaan batin, perampasan
kemerdekaan dan siksaan lainnya yang secara keseluruhan meniadakan martabat
manusia, pidana penjara yang demikian ini mulai dikenal oleh manusia yang hidup

dalam kelompok dan bertempat kediaman (domisili) yang sudah tetap.®

Digunakannya pidana penjara sebagai sistem pemidanaan terhadap para
pelanggar hukum, di samping itu penerapan sistem tersebut bertentangan dengan hak
asasi manusia, pelanggar hukum dianggap sebagai objek bukannya sebagai anggota
masyarakat yang memiliki hak-hak dasar sebagai anggota masyarakat dan mahluk
ciptaan tuhan, maka pada tahun 1963 bertolak dari pandangan Sahardjo pidana
penjara yang dikonsepsikan sebagai pidana badan diganti dengan sistem
pemasyarakatan dengan menggunakan “‘pengayoman” sebagai asas dan Pancasila
sebagai falsafah bangsa Indonesia.’ Menjadi permasalahan adalah apakah sudah tepat
pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang bertujuan

meresosialisasi kembali sesorang yang menjalankan pidana penjara, ataukah

’ Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sisten pemasyarakatan, Liberty
Yogyakarta, 1986, him. 46 '

® Ibid, him. 47
® Ibid, him. 141



sebaliknya pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan yang ada sckarang sudah

dinilai tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang.

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau lapas) adalah tempat untuk
melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di lndon;zsia.
Berdasarkan Surat Keputusan kepala Direktorat Pemasyarakatan No. KP.10/3/7

tanggal 8 Februari 1965 konsep Pemasyarakatan diartikan sebagai:'o

“suatu proses, proses therapeutic dimana si nara pidana pada waktu masuk ke
dalam Lembaga Pemasyarakatan berada dalam keadaan tidak harmonis dengan
masyarakat sekitarnya, mempunyai hubungan dengan masyarakat. sejauh itu
nara pidana lalu mengalami pembinaan yang tidak lepas dari unsur-unsur lain
dalam masyarakat yang bersangkutan tersebut, sehingga pada akhimya nara
pidana dengan masyarakat sekelilingnya merupakan suatu keutuhan dan
keserasian (keharmonisan) hidup dan penghidupan tersembuhkan dari segi-segi
yang merugikan (negatif)”.

Lembaga Pemasyarakatan yang diatur dalam UU Nomor 12 tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan tidakﬂ hanya berlaku bagi orang dewasa. tetapi juga berlaku bagi anak
yang melakukan tindak pidana, lembaga pemasyarakatan anak adalah tempat
pelaksanaan pendidikan dan pembinaan bagi nara pidana dan anak didik
pemasyarakatan berdasarkan Pasal 60 UU No. 3 tahun 1997 penempatannya
dipisahkan dengan nara pidana dewasa. Dalam pelaksanaannya Lembaga

Pemasyarakatan anak haruslah memperhatikan hak-hak anak yang dijamin dalam

Undang-undang.

10 . s
Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Swatu Tinjauan Ringkas Siste

Akademika Presindo, Jakarta, 1983. him. 126 m Pemidanaan Indonesia,




Undang-undang No:|2 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur mengenai
hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh seorang anak yang sedang menjalani
pendidikan dan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, baik itu terhadap nara
pidana maupun anak didik pemasyarakatan namun dalam prakteknya Lembaga
Pemasyarakatan juga dipakai sebagai tempat untuk menampung tahanan anak. Bagi
seorang nara pidana anak dan anak didik pemasyarakatan yang berdasarkan putusan
pengadilan menjalani pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan. berdasarkan Pasal 22

Undang-undang No.12 tahun 1995 memiliki hak-hak yang secara garis besar berupa:

a. Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya,

b. Berhak mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;

c. Berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

d. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak:

e. Berhak menyampaikan keluhan;

f. Berhak mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya
yang tidak dilarang;

g. Berhak menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu
lainnya;

h. Berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

1. Berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi

keluarga;

J. Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;
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k. Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas. dan;

I. Berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Hak-hak seorang anak yang telah diatur dalam Undang-undang No.12 tahun
1995 pada l;enyataannya tidaklah dilakukan sepenuhnya. seringkali terjadi
pengabaian terhadap hak-hak anak dalam melakukan pembinaan terhadap anak didik
pemasyarakatan, sebagai contoh adalah keadaan yang terjadi di Lembaga
Pemasyarakalan Anak Tanggerang. Seorang anak berhak melakukan ibadah
berdasarkan agama atau kepercayaan, akan tetapi kenyataan di lapangan anak didik
pemasyarakatan tidak dapat menjalankan ibadah sebagaimana mestinya karena setiap
anak didik pemasyarakatan pada pukul 5 (lima) sore sampai pada pukul 6 (enam) pagi
diwajibkan untuk memasuki kamar masing-masing: Hal tersebut mengakibatkan
anak, khususnya yang beragama Iéilam tidak dapat melakukan ibadah seperti sholat di
masjid. Selain itu jeda waktu yang lumayan lama untuk mereka dikamar membuat
mereka kehilangan kesempatan untuk menjalankan aktivitas yang lebih berguna.
Karena sejak pukul 5 sore sampai dengan pukul 6 pagi. anak-anak penghuni Lembaga
Pemasyarakatan tidak boleh keluar dari sel atau kamar mereka juga mengakibatkan

kemerdekaan anak tersebut untuk menjalankan agamanya menjadi terhambat."!

11 .
Putri K'usuma Amanfja dan Nagiyya Nazzaha. Pemenuhan Hak Anak Pada LAPAS Anak
Tangerang, http://putputt.multiply.com/journal/item/1 55, diakses pada tanggal 14 oktober 2009



http://putputt.multiply.com/journal/item/l55
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Pelaksanaan pembi;maan anak di Lembaga Pemasyarakatan di atur dalam Pasal
20 Undang-undang Nomor 12 tahun 1995. dimana pembinaan anak di Lembaga
Pemasyarakatan anak dilakukan penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin,
lama pidana yang dijatuhkan. jenis kejahatan dan kriteria lainnya sesuai dengan
kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Penggolor:gan terhadap anak di Lembaga
Pemasyarakatan ini menyebabkan anak pelaku penyalahgunaan narkoba dipisahkan
dengan anak yang melakukan tindak pidana lain, dengan adanya penggolongan

kriteria kejahatan ini memungkinkan terjadinya pelanggaran atau pembedaan

penerapan terhadap hak-hak anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba.

Dengan demikian jelas bahwa hal yang terpenting dalam pelaksanaan
pembinaan terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan. apakah hak-hak anak yang
diatur dalam UU Nomor 12 tahun 1995 telah dilaksanakan seluruhnya ataukah hal
yang mendasar dalam pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan
tidak dipergunakan sama sekali oleh petugas pemasyarakatan dalam membina anak di
Lembaga Pemasyarakatan anak, karena dalam hal ini konvensi tentang hak anak yang
menyatakan bahwa:'? |

“in ‘all action concerning children, whether undertake by public or private

soc:g[ welfare institution, court of law, administrative authorities or legislative

bodies the best interests of the child shall be primary consideration " (dalam

semua tindakan yang menyangkut anak-anak baik yang dilakukan oleh
lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta. pengadilan

12 : ; ;
. Convention on the Rights of the Child, Adopted and opened for signature, ratification and
accession by General Assembly resolution 44725 of 20 November 1989. articl

diratifikasi oleh Indonesia dengan KEPPRES No. 36 tahun 1990 * Fa b ke
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penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif. kepentingan-
kepentingan terbaik dari anak-anak harus menjadi pertimbangan utama).

Dengan demikian jelas bahwa dalam pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga
Pemasyarakatan harus mementingkan atau mendahulukan hak-hak anak. seperti yang
telah dirumuskan dalam konvensi hak anak di atas, sehingga proses pembil:laan
terhadap anak di Lembaga Pemasyarakatan dapat berjalan lebih optimal dan dapat
mencapai tujuan yang dikehendaki. Warga binaan diharapkan dapat menjadi manusia
yang seutuhnya, yaitu upaya memulihkan nara pidana dan anak didik pemasyarakatan
kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan tuhan (dependensi) dan manusia
dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya (interdependensi) dan manusia
dengan lingkungannya.'> Dengan demikian diharapkan warga binaan menyadari
kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi dan
akhirnya diharapkan warga binaan pemasyarakatan dapat diterima kembali oleh
lingkungan masyarakat dan dapat ikut aktif berperan dalam pembangunan. dapat

hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Setiap usaha yang dilakukan biarpun itu kecil akan tetap menampakkan hasil
yang hendak dicapai, begitu pula dengan lembaga pemasyarakatan. Dengan segala
kekurangan dan kelebihannya, dari setiap kegiatan pelaksanaan pidana penjara pada
dasarnya menjadi keluaran sistem (our pur) yang berupa nara pidana yang setelah

melalui proses pemasyarakatan dapat berubah menjadi orang baik dan taat kepada

** Darwan Prinst, Op cit, him. 58
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hukum.'* Apa yang akan'dicapai akan lebih luas dan lebih optimal dampaknya bila
komponen-komponen seperti pelaksana pidana penjara. hakim. jaksa. polisi. petugas

lapas yang dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. &

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih

lanjut dan membahasnya dalam skripsi yang berjudul:

“PENERAPAN HAK-HAK ANAK DALAM PEMBINAAN ANAK KASUS
PENYALAHGUNAAN NARKOBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 12 TAHUN 1995 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK
KELAS II A PALEMBANG” .

** Bambang Poernomo, Op cit, him. 95
15
Bambang Poernomo, Loc cit, him. 95



B. Perumusan masalah

Adapun permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Anak
dalam menerapkan hak-hak anak pelaku narkoba berdasarkan Undang-

undang No.12 tahun 1995?

2. Kendala-kendala apa yang dihadapi dalam penerapan hak-hak anak dalam
pembinaan anak pelaku penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalankan

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak?
C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upayva yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan

anak dalam menerapkan hak-hak anak pelaku narkoba.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasvarakatan
dalam menerapkan hak-hak anak pelaku narkoba yang sedang menjalankan

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
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D. Manfaat Penclitian
Adapun manfaat penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan memberikan masukan atau tambahan pengetahuan serta
kemampuan penelitian di bidang hukum pidana, khususnya mengenai
sistem pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak di wilayah

hukum Sumatera Selatan.
b.  Manfaat praktis

Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana
dalam rangka penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak

terutama anak-anak yang mendapat masalah dengan hukum.
E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari skripsi ini adalah Sistem Pembinaan yang diberlakukan
kepada anak kasus penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas

II A Palembang.
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F. Metode penelitian
a. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, bertujuan untuk
melukiskan sesuatu hal di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Penelitian .
ini bersifat deskriptif analisis yaitu menerangkan atau menggambarkan masalah
yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan pendekatan yuridis
sosiologis, dan juga menggunakan pendekatan komparatif, yaitu
membandingkan antara penerapan hak anak pelaku narkoba dengan tindak

pidana lainnya.
b. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data vang digunakan adalah data kualitatif yang bersumber

dari data primer dan sekunder.

1. Data primer adalah merupakan data yang didapat dari penelitian
lapangan (field research). dilakukan dengan cara wawancara dengan
pejabat yang terkait mengenai masalah yang diteliti dan juga penghuni
Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai orang yang menjalani

pembinaan. Sedangkan;

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan

penelitian kepusktakaan. Dari sudut kekuatan mengikatnya dapat di
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golonakan'ke dalam bahan hukum primer. bahan hukum sekunder dan

bahan hukum tersier.

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat. Bahan
hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor
12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-unda;mg Nomor 3
tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang Nomor22
tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang Nomor 23 tahun

2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum
sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah buku-buku
tentang hukum dan buku-buku khusus mengenai sistem

pemasyarakatan anak.

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberi
petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer
maupun bahan hukum sekunder. seperti: Kamus Umum Bahasa
Indonesia, kamus Hukum, majalah, jurnal dan surat kabar, internet

serta bahan referensi lainnya yang relevan.
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c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas
I A Palembang. Hal ini dikarenakan peneliti memfokuskan pokok bahasan
penelitian pada sistem pembinaan yang dilakukan oleh lembaga
pemasyarakatan, apakah dalam pelaksanaanya telah m.engimplcmasikan hak-

hak anak kedalam proses pembinaan anak di Lembaga Pemasyarakatan.
d. Populasi dan Sampel

1. Populasi yang diambil dalam penulisan skripsi ini yaitu pihak-pihak
yang memiliki pengetahuan, kewenangan dan keterkaitan dalam
masalah pembinaan anak didik pemasyarakatan dan anak didik di

Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A Palembang.

2. Sampling di lakukan dengan cara purposive sampling. bagi pihak-
pihak yang memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai masalah
pembinaan anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan

Anak kelas 11 A Palembang, yaitu:

a. Kepala seksi Binadik Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas II A

Palembang.

b. Kepala sub bagian Bimaswat Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas

II A Palembang.
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Sementara itu terhadap anak didik pemasyarakatan. sample diambil
secara acak. Dalam hal ini penelitian terhadap anak didik
pemasyarakatan di fokuskan terhadap anak yang melakukan tindak
pidana penyalahgunaan narkoba, namun sebagai data pembanding
digunakan pula anak pelaku tindak pidana lainnya. Dari jumlah
penghuni Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 282 orang yang
terdiri dari nara pidana dan tahanan, dari jumlah penguhuni
Lembaga Pemasyarakatan itu penulis akan mengambil sample
adalah mereka anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba yang
berstatus narapidana yang berjumlah 37 orang dan anak pelaku
tindak pidana lainnya yang berjumlah 121 orang yang berumur di
bawah 18 tahun dan anak yang telah berusia 18 tahun sampai
dengan 21 tahun. Dengan demikian sample yang akan di ambil oleh
penulis berjumlah 2 (dua) orang anak pelaku penyalahgunaan

narkoba dan 2 (dua) orang anak pelaku tindak pidana lainnya.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua teknik pengumpulan data

1. Teknik wawancara, bahwa untuk mendapatkan informasi mengenai

permasalah yang menjadi fokus penelitian skripsi ini, dilakukan



melalui teknik wawancara yang dilakukan secara terbuka dan

terpimpin, yang dilakukan kepada para pihak yang dianggap terkait

dengan permasalahan skripsi ini.

2. Bahan pustaka. untuk menunjang data yang diperoleh dari hasil
penelitan lapangan, digunakan juga bahan pustaka yang memiliki

relevansi dengan penelitian ini.
f.  Analisis Data

Data dan informasi yang diperol.eh akan dianalisa secara kﬁalilatif. data-
data yang diperoleh berupa data primer maupun skunder, yang tersusun secara
sistematis. serta diuraikan secara sistematis dari gambaran-gambaran data
tersebut, kemudian data tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian pada

akhirnya akan diperoleh kesimpulan.
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